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ABSTRAK

Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang diatur oleh
undang-undang. Wilayah Indonesia yang luas dan hasil pertanian yang melimpah, perlu
dilakukan proses distribusi pupuk subsidi yang aman agar memenuhi kebutuhan pupuk di
setiap wilayah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu program kartu tani. Kartu tani adalah
fasilitas yang diberikan pemerintah sebagai akses layanan perbankan, dapat berfungsi sebagai
simpanan, kartu subsidi, dan penyaluran pinjaman. Proses pelaksanaan program kartu tani
mengalami beberapa hambatan sehingga penyaluran pupuk subsidi masih belum tepat sasaran.
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Hambatan Politik Kebijakan Program Kartu
Tani: Tinjauan Teori Interest Group (Studi Kasus Penyaluran Pupuk Subsidi Di Kabupaten
Majalengka Tahun 2020-2023). Penelitian ini ingin mengetahui siapa aktor-aktor pelaksanaan
kartu tani di Kabupaten Majalengka dan hambatan apa saja yang terjadi. Penelitian ini
menggunakan teori Interest group dari David B Truman dalam bukunya "The Governmental
Process: Political Interests and Public Opinion™( 1951) dengan empat variabel dan Faktor
hambatan dari Sunggono Bambang (1994: 151). Teori tersebut tersebut berguna untuk mencari
bias politik dalam kebijakan dengan menemukan kelompok kepentingan yang terlibat dalam
politisasi kebijakan beserta hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan. Metode yang
digunakan adalah kualitatif untuk mengobservasi secara langsung ke lapangan serta
mengeksplorasi dari subjek yang berhadapan langsung dengan objek Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini
membuktikan adanya bias politik dan kecurangan yang dibuat oleh kelompok kepentingan
seperti Dewan Perwakilan Rakyat membelakangi kios pengecer dan Lurah yang menjual pupuk
subsidi keluar wilayah edarnya. Adapun hambatan kartu tani seperti tumpeng tindih
kewenangan antar pelaksana kebijakan, Hambatan-hambatan dalam mengakses kartu tani
seperti proses perbaikan mesin EDC yang lama, proses perbaikan kartu tani jika rusak terlalu
kompleks oleh pihak bank karena tidak dapat di wakilkan. Kondisi fenomena double salur
sehingga petani dalam korupsi atas kuota pupuk dan kios pun menjadi kekurangan pupuk.

Kata kunci: Kelompok Kepentingan, Pupuk Subsidi, Kartu Tani, Hambatan, Penyaluran.

ABSTRACT

Subsidized fertilizer is a government-controlled commodity regulated by law. Given
Indonesia's vast area and abundant agricultural output, a secure distribution process for
subsidized fertilizer is necessary to meet the needs in every region. The government has
introduced the farmer card program as a policy measure. The farmer card is a facility provided
by the government that serves as access to banking services, functioning as a savings account,
subsidy card, and loan distribution channel. The implementation process of the farmer card
program has faced several obstacles, resulting in the distribution of subsidized fertilizer not
reaching the intended targets. The purpose of this study is to analyze the Political Obstacles of



the Farmer Card Program Policy: An Interest Group Theory Review (Case Study of Subsidized
Fertilizer Distribution in Majalengka District, 2020-2023). This research aims to identify the
actors involved in the implementation of the farmer card in Majalengka District and the
challenges they face. The study utilizes the Interest Group theory by David B. Truman from his
book "The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion" (1951), employing
four variables and the Barrier Factors by Sunggono Bambang (1994: 151). This theory is
useful for identifying political bias in policies by discovering the interest groups involved in
the politicization of policies and the obstacles to policy implementation. A qualitative method
is used for direct field observations and exploration from subjects directly interacting with the
object. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The
results of this research prove that there is political bias and fraud created by interest groups
such as the People's Representative Council turning their backs on retail kiosks and village
heads who sell subsidized fertilizer outside their distribution area. There are obstacles to
farmer cards such as overlapping authority between policy implementers, obstacles in
accessing farmer cards such as the process of repairing EDC machines taking a long time, the
process of repairing farmer cards if they are damaged is too complex for the bank because
they cannot be represented. The condition of the double channel phenomenon means that
farmers are corrupted over fertilizer quotas and kiosks also become short of fertilizer.
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PENDAHULUAN

Sektor pertanian menjadi sebuah
potensi besar bagi negara Indonesia dalam
menyokong pertumbuhan dan

pembangunan.  Menurut  Kementerian
Pertanian pada pandemi covid-19, Kuartal
IV 2020 sektor pertanian tumbuh sebanyak
2, 59 persen, tanaman pangan salah satunya
padi menjadi pendukung sebesar 10,47
persen (Tempo.co, 2021). Peternakan,
perikanan, perkebunan, kehutanan, dan
tanaman pangan adalah sub sektor dari
sektor pertanian. Produk yang paling
menonjol di Indonesia yaitu beras.

Besarnya produksi padi pada setiap
daerah, tentunya menjadi keuntungan bagi
pemerintah dan perlu dijaga stabilitas
produksinya. Pupuk termasuk barang yang
strategis  karena  kaitannya  dengan
peningkatan pendapatan dan produksi para
petani. Kontribusi sektor pertanian juga
untuk meningkatkan ketahanan pangan
nasional. Pupuk, harga dan benih
merupakan permasalahan utama dari
kesejahteraan  petani  (Dahiri, 2018).
Kebijakan pupuk subsidi membuat harga
asli dari harga pupuk menjadi lebih rendah
sehingga  menstimulan  para  petani
memakai dosis sesuai dengan kebutuhan
dan rekomendasi.

Program kartu tani dirilis pada
tahun 2017 dibawah Menteri Pertanian

Andi Amran Sulaiman, tetapi kartu tani

baru berjalan efektif pada Januari 2021 oleh
Menteri Pertanian Yasin Limpo. Jumlah
Petani di Kabupaten Majalengka yang
menggunakan pupuk berjumlah 130.106
menurut data Sensus Pencacahan Lengkap
Sensus Pertanian Tahun 2023 Kabupaten
Majalengka sedangkan menurut Iman
Firmansyah  selaku  kepala  DKP3
Kabupaten = Majalengka  menyebutkan
terdapat 160.000 orang yang menggunakan
kartu tani pada tahun 2023.

Polemik kartu tani tidak hanya
mengenai implementasi, banyak faktor
yang mempengaruhi problematika di
dalamnya. Ada indikasi intervensi dari
faktor politik seperti politisasi kebijakan
hingga praktik korupsi, suap, monopoli dan
adanya mafia pupuk. Indikasi masalah
tersebut dapat membuat pelaksanaan
kebijakan kartu tani menjadi terhambat dan
sulit untuk berjalan optimal. Peneliti ingin
melihat Implementasi kartu tani di
Masyarakat khususnya petani dalam
distribusi penebusan pupuk subisidi.

Tugas pemerintah agar pupuk dapat
diterima oleh petani sesuai dengan azas
enam tepat meliputi tepat jumlah, tepat
waktu, tepat tempat, tepat jenis, tepat mutu
dan tepat harga. Dalam Peraturan Menteri
Perdagangan No0.15/M-DAG/PER/4/2013
tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, maksud

azas 6 (enam) tepat itu adalah tepat tempat,



tepat jenis, tepat harga, tepat mutu, tepat
jumlah dan tepat waktu.

Politisasi kebijakan yang
menimbulkan praktik penyalahgunaan
wewenang dan pelanggaran regulasi pasti
berasal dari pribadi atau kelompok yang
hanya memikirkan kepentingan dirinya
sendiri atau kelompok. Kepentingan
pribadi dan kelompok ini timbul karena
adanya interest profit yang digunakan
untuk kepentingan pribadi atau sekelompok
orang.

Salah satu contoh kasus mafia
pupuk subsidi yaitu yang terjadi di
kebumen dilansir oleh detik jateng tanggal
08 Oktober 2023. Kejadiannya berada pada
Kecamatan Prembun, Mirit dan Bonorowo
2021-2022. Distributor

melakukan Tindakan korupsi melalui CV

sepanjang

perusahannya.  Tersangka  melakukan
penjualan illegal diluar zona wilayah
penjualan  yang  ditetapakan  yaitu
Kecamatan Prembun, Mirit dan Bonorowo
sehingga mengakibatkan kelangkaan pupuk
di sekedar wilayah tersebut.

Atas beberapa informasi dari
redaksi berita diatas, dapat menjadi data
pendukung yang valid bahwa praktik
politik kebijakan benar terjadi adanya.
Selain itu dari referensi jurnal dan skripsi
yang peneliti cari, belum menemukan
tentang masalah kebijakan program kartu
tani yang menjelaskan dari sudut pandang

faktor politik.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian yang berjudul "
Program Kartu Tani: Analisis Hambatan
Dari Persfektif Interest Group Di
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023"
ini peneliti  menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Peneliti menggunakan jenis
penelitian  kualitatif ~ deskriptif  yang
hasilnya  peneliti  dapat menyelidiki
kejadian, fenomena kehidupan individu dan
individu lainnya, serta meminta seorang
atau  sekelompok individu  untuk
menceritakan  kehidupannya sehingga
informasi yang ada selanjutnya diceritakan
kembali oleh peneliti dalam kronologi
deskriptif (Adhi & Khoiro, 2019).
Penelitian ini memperlihatkan fenomena
politisasi pada kebijakan kartu tani dari
persfektif kelompok kepentingan dan
hambatan-hambatan program kartu tani di
Kabupaten Majalengka.

Subyek dari penelitian ini yaitu
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Majalengka,
Staff Bidang Tanaman Pangan Dinas
Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Majalengka, Penyuluh
Pertanian Balai Penyuluh Pertanian
Kecamatan Kasokandel, Pengelola Kkios
pupuk Kecamatan Jatiwangi, dan Petani
Desa Ranjiwetan Kecamatan Kasokandel

memiliki peranan penting sebagai informan



dalam memperoleh data terkait dengan
penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini
Sumber data primer adalah data yang
diperoleh melalui wawancara langsung
dengan subjek penelitian. Termasuk
wawancara  dengan instansi/instansi
berwenang seperti Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3)
Kabupaten Majalengka terkait hambatan-
hambatan dalam program kartu tani di
Kabupaten Majalengka dan aktor-aktor
kelompok kepentingan.
(Sugiyono.2014:137),

Sumber data sekunder merupakan sumber

Menurut

data yang tidak diberikan langsung kepada
pengumpul data seperti dokumen, buku
atau melalui orang. Sumber data sekunder
diperoleh dari buku, literatur, media online
dan jurnal yang berhubungan dengan

hambatan program Kkartu tani

HASIL PENELITIAN

Penyebaran Informasi perlu
dilakukan dengan menyesuaikan lawan
bicara, siapa yang menjadi target sasaran
kebijakan, pemerintah perlu mengadaptasi
gaya komunikasi agar dapat diterima
dengan mudah dipahami. Sistem birokrasi
pemerintahan perlu merancang strategi
penyebaran  informasi  agar  dapat
tersampaikan dengan baik. Stakeholders
yang menjadi ujung tombak dalam

penyebaran informasi kebijakan kartu tani

adalah ketua kelompok tani. Ketua Poktan
(kelompok tani) perlu memberikan
informasi dengan sejelas-jelasnya kepada
anggotanya tentang penggunaan kartu tani.
Penyampaian informasi yang berjenjang
dan panjang perlu diawasi dengan baik, jika
tidak, hasilnya informasi akan terputus di
salah satu aktor dan pelaksanaan kebijakan
akan berlangsung kacau.

Peneliti melihat petani sudah
melihat  kinerja  pemerintah  dalam

menyebarkan informasi mengenai
kebijakan kartu tani namun tidak melihat
indikator-indikator keberhasilannya.
Menurut peneliti salah satu indikator
keberhasilan sosialisasi tersebut adalah
ketika petani tidak bertanya kembali
kepada PPL untuk penggunaan kartu tani.
Sosialisasi secara berkala tidak perlu
dilakukan karena hanya akan
menghabiskan anggaran dinas untuk
keperluan yang berulang. Petani tidak
bertanya mengenai penggunaan kartu tani
artinya para petani sudah memahami betul
mekanisme kerja kartu tani.
Pengelolaan informasi perlu dilakukan
secara dua arah antara pemberi dan
penerima  kebijakan.  Perlu  adanya
hubungan timbal balik antara kedua belah
pihak. Aspirasi harus berupa dua arah
Teori Interest group digunakan
pada penelitian  untuk  memberikan
gambaran baru bagi khalayak umum bahwa

kelompok kepentingan dapat berada pada



setiap proses kebijakan dan khususnya pada
kebijakan kartu tani. Dunia yang semakin
terpolarisasi dan Indonesia adalah negara
demokrasi. Membuat pengambilan
keputusan oleh pemerintah memuat banyak
pertimbangan dari para kelompok-
kelompok kepentingan.

Terdapat beberapa temuan yang
berhasil di dapatkan dalam penelitian ini,
tentang proses politik yang terjadi dalam
kebijakan. Kompleksitas yang terjadi antar
aktor dan politisasi kebijakan di temukan
pada penelitian ini. Tidak hanya tentang
hambatan secara teknis pada alat, namun
terdapat politisasi saling tarik-menarik
pada kepentingan untuk mempengaruhi
kebijakan.

Peneliti  menemukan  beberapa
hambatan yang sama seperti penelitian
terdahulu. Berdasarkan wawancara dengan
narasumber peneliti, permasalahan secara
teknis timbul dan menjadi problematika
yang serius di kalangan petani. Misalnya
menurut Kasiami Sri (2020), Melakukan
penelitian  dengan judul Hambatan-
Hambatan Dalam Penyaluran Pupuk
Bersubsidi  Melalui  Kartu Tani di
Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020.
Jurnal  tersebut  meneliti  mengenai
hambatan kartu tani menggunakan metode
kualitatif dan menggunakan konsep teori
hambatan. Peneliti sepakat bahwa sama
seperti yang ditemukan pada jurnal tersebut

bahwa isi kebijakan sudah baik namun

hanya pada penerepananya seperti sarana
dan prasana yaitu kartu tani belum
terdistribusi secara menyeluruh dan alokasi
pupuk subsidi yang sangat kurang jika
merujuk kepada jumlah alokasi pupuk
bersubsidi di e-RDKK. Peneliti
menemukan hal yang sama bahwa sarana
dan prasarana yang dibuat belum
terdistribusi secara menyeluruh contoh
seperti mesin EDC yang error dan
perbaikannya lama. Mesin EDC yang tidak
dapat menangkap sinyal karena wilayah
kios pengecer pupuk berada di daerah yang
sulit menangkap sinyal.

Jurnal lainnya Gunawan Endro,
Sahat Pasaribu, (2020), Penelitian tersebut
untuk mendapatkan persepi petani dalam
implementasi program kartu tani untuk
mendukung distribusi pupuk bersubsidi.
Menyebutkan beberapa permasalahannya
seperti Kesulitan penggunaan kartu tani,
pemakaian kartu yang belum di wajibkan,
kurangnya sosialisasi dari pemerintah
daerah, petani yang belum bankable,
tambahan biaya angkut dan masalah pada
mesin Electronic Data  Capture.
Permasalahan tersebut sejalan dengan hasil
temuan dari peneliti seperti petani yang
belum bankable sehingga memperlambat
proses penebusan pupuk subsidi karena
petani yang malas mengurusi permasalahan
bank. Sosialisasi dari pemerintah yang
kurang efektif dan kreatif sehingga petani

malas untuk dating bahkan mendengarkan



ketika sosialiasi berlangsung dan masalah
pada mesin EDC vyang  dapat
mempengaruhi penebusan pupuk subsidi
karena waktu perbaikannya yang lama
hingga 2 minggu lamanya.

Berdasarkan  penelitian  yang
ditemukan oleh petani, belum menemukan
penelitian tentang kebijakan Kkartu tani
dalam penyaluran pupuk subsidi yang
meneliti menggunakan persfektif bias
politik. Rata-rata penelitian lain yang
membahas kebijakan kartu tani
menggunakan teori implementasi kebijakan
yang outputnya akan berbicara mengenai
hambatan secara teknis dan
pelaksanaannya saja.

Penelitian ini menggunakan teori
interest group sehingga dapat memberikan
sudut pandang baru dalam meneliti
kebijakan kartu tani dalam penyaluran
pupuk subsidi. Politisasi yang dilakukan
oleh stakeholders dan kelompok-kelompok
kepentingan lainnya dapat diteliti karena
memiliki implikasi yang besar bagi
keputusan kebijakan kartu tani. Peran
kelompok kepentingan menarik untuk
dikaji dalam melihat proses politik yang
dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan.
Temuan seperti adanya para pemilik CV
distributor adalah anggota dewan yang
bermain untuk meningkatkan elektabilitas,
kemudian adanya praktik abuse of power
yang dilakukan pejabat pemerintah dengan

menjual kembali pupuk subsidi diluar

wilayah edarnya bahkan petani sendiri yang
mengambil hak serta jatah pupuk subsidi
orang lain untuk digunakan secara pribadi.
Temuan tersebut tidak ada pada penelitian
lainnya.

Lokasi dan kondisi dilapangan juga
berpengaruh terhadap hasil penelitian,
metode yang dipakai peneliti adalah
kualitatif sehingga menyesuaikan dengan
kondisi dan situasi subjek penelitian.
Fenomena yang terjadi adalah hasil dari
observasi secara langsung dilapangan dan
berdasarkan data sekunder litelatur jurnal,
berita dan buku.

Kebijakan kartu tani memiliki
masalah dalam beberapa hal karena
keterlibatan aktor pada kebijakan ini cukup
banyak dan bervariatif dari berbagai
kalangan. Tata kelola informasi sebagai
kunci koordinasi keberhasilan kartu tani,
hambatan-hambatan teknis dan non teknis
pada kartu tani, terdapat keterlibatan aktor
informal yang dapat mempengaruhi
kebijakan kartu tani serta bentuk-bentuk
negosiasi dan advokasi petani dalam
memberikan aspirasi untuk kebijakan kartu
tani dalam penyaluran pupuk subsidi.
Masalah yang muncul berasal dari beberapa
aktor informal maupun formal yang
mengintervensi kebijakan. Para aktor ini
dapat menjadi kelompok kepentingan yang
hanya berusaha untuk mendapatkan
keuntungan secara pribadi atau kelompok

sehingga menganggu proses jalannya



kebijakan. Pengaruh kelompok

kepentingan  tersebut mempolitisasi
kebijakan dan menjadi hambatan bagi

pelaksanaan kebijakan kartu tani.

PENUTUP
Kesimpulan

Menteri pertanian yaitu Andi
Amran Sulaiman, sudah melakukan revisi
terhadap Peraturan Menteri Pertanian No
10 Tahun 2022, bahwa petani tahun 2024
bisa menebus pupuk subsidi hanya dengan
menggunakan KTP dibuktikan dengan
postingan  Kementerian Pertanian  di
Instagram Kementerian Pertanian tanggal
29 Desember 2023. Kebijakan program
kartu tani dalam distribusi pupuk subsidi
adalah program gagal yang dilakukan
pemerintah, selama keberjalanannya dari
2017 hingga sekarang tidak ada kemajuan
bahkan akan dihapuskan.
Kesulitan dalam penelitian ini yaitu
sulitnya untuk mendapatkan jawaban yang
empiris terkait fenomena dan situasi di
lapangan secara akurat karena pembahasan
memiliki sentiment tersendiri, narasumber
menyembunyikan  faktanya  sehingga
menjawab secara normatif dan banyaknya
subjek di lapangan sehingga perlu
menganalisis dari berbagai persfektif yang
berbeda.
Mobilisasi, variabel ini melihat dari bentuk
kelompok-kelompok kepentingan untuk

saling mengajak menggunakan kebijakan.

Berdasarkan  temuan di  lapangan.
sosialisasi yang dilakukan masih kurang
beragam dan kurang variatif karena
pemerintah memberikan pernyataan bahwa
petani tidak mudah menerima informasi
tentang kebijakan kartu tani. kios merasa
kecewa dengan pihak bank yang tidak
begitu responsif dalam menerima keluhan.
Artikulasi.  Temuannya dari  setiap
kelompok kepentingan mengungkapkan
masalahnya sendiri, petani bilang bahwa
pupuknya langka dan habis padahal
sebetulnya itu karena mereka membawa
seluruh kuota pupuk pada kartu tani. Petani
menyampaikan keresahannya kepada PPL
wilayah binaannya setelah itu dilakukan
musyawarah untuk mencapai Solusi. Kios
mengeluhkan terjadi dobel salur pupuk
subsidi karena KTP dan Kartu Tani tidak
terintregrasi dalam satu sistem sehingga
tidak sinkron. Agenda Setting, temuan dari
variabel ini melihat adanya pengaturan
dalam kebijakan kartu tani oleh kelompok
kepentingan yang memanfaatkannya untuk
kepentingan  kelompok atau pribadi.
Terdapat orang di belakang kios pupuk
subsidi itu adalah anggota dewan
perwakilan rakyat dan pemiliki CV
distributor itu adalah dewan perwakilan
rakyat. Terdapat kelompok oknum lurah
yang menjual pupuk subsidi keluar wilayah
edar vyaiatu kecataman. Negosiasi dan
Kompromi, temuannya terdapat masalah

teknis mesin EDC rusak, kartu tani hilang



dan rusak, proses perbaikannya lama sekali
karena hanya ada satu orang call center
bank mandiri yang mengurusi kartu tani
sehingga selalu PPL yang menghubungi
pihak bank agar di percepat.

Terdapat ketidaksesuaian isi peraturan
dengan dilapangan bahwa fenomena dobel
salur penebusan antara kartu tani dengan
mesin EDC dan T-Pubers yang tidak saling
sinkron. Informasi, pemerintah
mengeluhkan  respon dari  penerima
kebijakan yang lambat yaitu petani, selain
itu sulitnya mengumpulkan petani dalam
satu tempat dan satu waktu selain itu petani
tidak berminat dan bahkan tidur saat
sosialisasi. Dukungan, Perbaikan mesin
EDC hingga 1-2 minggu yang membuat
petani telat mendapatkan pupuk subsidi.
Pembagian potensi, kewenangan yang
terbagi kepada beberapa instansi dan tim
membuat sulitnya pengambilan keputusan
dalam suatu masalah. DKP3, Dinas
Perdagin dan bank memiliki wewenangnya
masing-masing dan sulit untuk duduk
bertiga jika ada masalah karena dibatasi
oleh wewenangnya masing-masing untuk

mengeksekusi sebuah Keputusan.

Saran

Penelitian ini dibuat untuk melihat
bagaimana pelaksanaan kebijakan kartu
tani dalam penyaluran pupuk subsidi di
Kabupaten Majalengka menggunakan teori

interest group. Peneliti  mendapatkan

tantangan dan hambatan saat melaksanakan
penelitian sehingga perlu adanya perbaikan
dan penyempurnaan dari tantangan yang
dihadapi oleh peneliti. terdapat beberapa
saran dan rekomendasi dari peneliti kepada
para aktor dan stakeholders yang terlibat
dalam kebijakan kartu tani. Banyak
tantangan yang dihadapi dalam
pelaksanaan kebijakan publik. Saran yang
diberikan peneliti yaitu:

1. Keterbatasan peneliti dalam
penelitian ini adalah penelitian kualitatif
yang subjektif membuat peneliti cukup
kesulitan dalam menentukan waktu dan
suasana yang pas dalam melakukan
pengambilan  data  primer  melalui
wawancara sehingga narasumber dapat
terpengaruhi  oleh  suasana.  Perlu
independensi peneliti dalam meningkatkan
objektifitas dan temuan di lapangan agar
penelitian dapat berjalan sesuai harapan.
Perlu  dilakukan  observasi  secara
menyeluruh dari setiap fenomena agar
mendapat bukti yang lebih konkret dan
akuntabel. Sikap persuasif peneliti saat
melakukan wawancara perlu dilakukan
karena untuk mendapat respon narasumber
yang tepat sasaran.

2. Setiap kelompok kepentingan perlu
melakukan kolaborasi yang aktif untuk
bekerjasama dalam meningkatkan kualitas
suatu  kebijakan. Kelompok-kelompok
kepentingan wajib mendahului kepentingan

publik  diatas  kepentingan  pribadi.



Pemerintah, swasta dan masyarakat perlu
meningkatkan intensitas duduk bersama
untuk  merancang  strategi  dalam
menyelesaikan suatu masalah dalam
kebijakan.

3. Pemerintah perlu melakukan revisi
besar-besaran terhadap kebijakan kartu tani
karena selama penyelenggaraannya jauh

dari kata baik. Pemerintah perlu

memberikan sebuah terobosan baru untuk
mekanisme penebusan pupuk subsidi
bukan kembali memakai KTP sehingga
menimbulkan masalah yang sama seperti

sebelumnya.
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